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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI

NOMOR : 557 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPtrRASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIKMAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAIVIBI,

a. bahwa da-1am rangka pelal<sanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan l\Ienteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraar Pendidikan Madrasa-h. perlu rnemberikan izin
operasional terhadap Madrasah Su.asta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerizur Agama Provinsi Jambi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikal madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan maslrarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

d. tlahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da-lam
huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang
Pemberian lzin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah
Nurul Hikmah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43O1);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
?005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 41961 sellagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O13 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2O05 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

4. Peraturan...

\



4. Peratural Pemerintah Nomor 47 Tahun 20O8 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tamba-han Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0B
Nomor 91, Tambahan Lem.baran Negara Republik Indonesia
Nomor a864\;

6. Pelatural Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OO8 tentalg Gur-r-r

(Lembaran Negara Repukrlik Indonesia Tahun 2008 Nomor L94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9all;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O10 tentang
Perubahan Atas Peratural Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O
tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor L1"2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan N'lenteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah. Sekolah Menengah Pertama/I{adrasah Tsanawiyah,
dan Sekoiah N{enengah Atas / Madrasah Aiil.ai-r'

9. Peraturan N{enteri Pendidikan Nasional. Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelal'anan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pela5ranan Minima-l
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2O6)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pembahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Isiam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tatrun 2013 Nomor 684);

1 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 20 13 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peratrrran Menteri Agama Nomor 90 Tahun 20 13
tentang Penyeienggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN
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KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR trIILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPDRASIONAL PENDIRIAN MAI}RASAH TSANAWIYAH
NURUL HIKMAH I(ABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Memberikan izin operasionzrl pendirian madrasah kepada
Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang
bersangkutan u,ajib:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, peiaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/maclrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
da,lam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelal'anan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
. dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar

pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaima-na dimaksud Diktum KEDUA hutrf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi
Pada tanggal 15 Oktober 2018

KANTOR WILAYAH
AGAMA

AMBI
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 557 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIKMAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBtrRIKAN IZIN OPtrRASIONAL

KANTOR WILAYAH
AGAMA

AMBI

1 Nama Madrasah MTS. NURUL HIKMAH

2 Nomor Statistik Madrasah 1212i5060052
J Alamat Madrasah Jln. Flarnboyan Desa Sri Agung, Kecamatan

Batang Asam Kbupaten Tanjung Jabung
Barat
Desa / Kelurahan Sri Agung
Kecamatan Batang Asam
Kabupaten Tanlung Jabung Barat
Provinsi Jambi

4 Nama Organisasi Penvelenggara I\,ITS NURUL HIKMAH

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

No. 7 THOBRANI Tanggal S Mei 2O17

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyqlenggara

AHU-0008385.AH.0 1.04.Tahun 2O 1 7

Tanggal 15 Mei 20I7



KANTOR WILAYAH KEIVIENTERIAN AGAMA

PROVINSIJAIVIBI

PIAGAIU PENDIRIAN IVADRASAH

Nomor : B-557/KW.05.2/51PP,03.21 1 0nA1 8

Nama Ir4adrasah

Alamat

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
Penyelenggara lvlad rasah

Akte Notaris Penyelenggara
Pengesahan Akte Notaris
Berdiri Sejak

Diberikan kepada:

: IvIADRASAH TSANAWIYAH NURUL HIK[/AH
: JLN. FLAI\,4BOYAN DESA SRIAGUNG, KECAh4ATAN

BATANG ASAM KBUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
: SRI AGUNG
: BATANG ASAM
: KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
: JAMBI
: tr/TS NURUL HlKf\rAH
: NO. TTHOBRANI
: AHU-0008385.AH.01 .O4.TAHUN 2017 TANGGAL 15 lvlEl 2017
: 15 OKTOBER 2018

Dengan Nomor Statistik ltdadrasah (NStr/):

Kola Jambi, '15 Oktober 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH

HIAN AGAI4A
JATUBI

1 2 1 2 1 0 6 0 0 5 2
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